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BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 33TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGS

Peraturan

Menimbang : bahwa untuk mela
' 30 Tahun

rian Barat tentang
sana Teknis Daerah

Mengingat

‘tentang Pembe
imur, Kabupaten Ser:
¢pulauan Aru

un 2003 Nomor 155, Tambahan
ublik Indonesia Nomor 4350);
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2o Bistem Perencanaan Pembangunan
baran Negara Republik Indonesia Tahun
smor 104, Tambahan Lembaran Negara
ndonesia Nomor 4421);
_Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
itang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
‘s Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
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2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 “Beomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
5494)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nom
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Le
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T
Lembaran Negara Republik I ia

dengan Undang-Undang Nomor
Perubahan Kedua Atas Undan

paten/Kota (Lem:
n 2007 Nomoi ¢

g Pedoman Pembentukan
s dan Unit Pelaksana

mbangunan Jangka Panjang
: ‘Maluku 2005-2025); -
i Propinsi Maluku Nomor 04 Tahun
Rencana Pembangunan Jangka
ih (RPJMD) Propinsi Maluku Tahun

rah kabupaten Seram Bagian Barat
“Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan

nan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
nn Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

| ymor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
‘Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian
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Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat tahun 2016 Nomor 143);

15. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun
2013 tentang Pajak dan Retribusi;

16. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Noimg
2016 tentang Kedudukan dan Susunan Qrg
Tata Kerja Badan-Badan Daerah K

Bagian Barat (Berita Daerah Kabupat
Barat Tahun 2016 Nomor 0131);
. Peraturan Bupati Seram Bagian

a.
b. Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah d ‘

otonomi dan tuga

tuarf Republik Indonesia

patan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan
Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Scanned by VueScan - get afreetrial at www.hamrick.com



j- Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian UPTD
Pendapatan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten:.Seram Bagian
Barat;

k. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksasn
tertentu  yang secara langsung berhubungan dengs
masyarakat;

. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melak
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelak
induknya:

m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok
Pendapatan Pada Badan Pendapatan Kabupa

‘kegiatan
pelayanan

tligas organisasi

BAB II

Pasal
{1} UPTD Pendapatan pada Badan Penda

a. UPTD Pendapatan Kecamatan Kai
b. UPTD Pendapatan Kecamatan

Pendapatan Daerah te
a. Kepala UPTD; \'
b. Sub Bagian Tata U

“t pokok melaksanakan Kegiatan Teknis
jag Badan Pendapatan Daerali Berupa Penyelenggaraan Pelayanan Pajak
wilayah kerja yang menjadi Kewenangannya.;
sanakan t ‘JPTD Pendapatan sebagaimana dimaksud

Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai

ian target Penerimaan Pajak sesuai dengan

Bagian Kedua

Reincian Tugas
Pasal 3
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(1) Kepala UPTD Pendapatan melaksanakan tugas membantu Kepala Badan
Pendapatan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
penunjang Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan

ayat (2};
(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat
UPTD Pendapatanmenyelenggarakan fungsi :

1.

w

10.

& &

Les

Menyusun program Kerja, rencana kerja dan anggaran
Pendapatan Daerah;

Mempelajari dan menelaah peraturan perundasn
terkait dengan Pendapatan Daerah ;
Membagi Tugas dan Memberi Petunjuk
bawahannya dalam melaksanakan tugas
kompetensinya untuk pemerataan dan
tugas;

Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksan
berdasarkan ketentuan kerja agar di eh hasil kerj

vang berlaku;
Melaksanakan Pelayanan Perpaj
Daerah; ;,
Melaksanakan Peny

rja sesuai ketentuan dalam
ghargaan dan sangksi;

h kegiatan UPTD baik secara
4la Dinas Pertanian sebagai wujud
laksanaan tugas;

/ me}npunyai tugas membantu Kepala UPTD
},;Pengelolaan Ketatausahaan dan Perencanaan
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tahunan sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai
dengan rencana kerja Badan Pendapatan ;
b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-udangan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan ya
Memberi petunjuk arahan serta membagi tugas kepada baw

Memastikan Pengelolaan Belangko sesuai denga

pemanfaatannya.

8 L#

oleh U D’I‘I) Pendapatan bawahan be
&m perilaku kerja sesuai ketentuan ¢
pemberian penghargaan dan sanksi
Melaporkan pelaksanaan pPTograj
m (m;:v;m rermhs kepada a

Pasal 5

ral mempunyai
sesual denga

kelompok Jabat:
teknis Pelavanars
berdasarkan perat

"BAB III
'NTUAN PERALIHAN

Pasal &

tabupaten seram bgian barat.
D sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Oleh Kepala
Daerah.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk:
o+ ~aturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita dae;
s+ bagian barat

Ditetapkan di
Pada tangga

UPATI

OMOR 0l6# T
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